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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JA WA BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 62 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN UNGSI 
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaks a kan ketentuan Pasa l 5 Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan 

era ngkat Daerah sebagaimana telah diub h bebera pa kali, 
terakhir dengan Perat ran Daerah Kabupaten Ta s ikmalaya 
Nomor 3 ahun 2 0 21 ten tang ba an Kedua a ta Peraturan 
Daera Kabupaten Ta sikma aya Nomor 7 Tahun 2 0 16 tentang 
Pembentukan d an Sus nan Perangkat Daerah d a Pasal 93 
Peraturan Bupa i a sikr alay omor 39 Tahun 202 1 tentang 
Ked duka , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi erangkat 
Daerah, perlu m enetapkan Per turan Bupati Ta sikmala a ten tang 
Tugas dan Fu gsi Dinas Perh bungan, dan 
Inform atik ; 

1. Un dang- Jndang Nom or 14 Tah n 1950 tentan Pembentukan 
Da erah-Da erah Ka bu pa ten Dala m Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Ber ita Negara Republik Indonesi ahun 1950), 

sebagaimana telah diubah denga n Undang-Un dang Nomor 4 

Tahun 196 8 ten tang Pembentu kan Ka upa ten Purwakarta dan 

Kab paten Subang denga n Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahu 19 50 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lin gkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 



Menetapkan 
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan atas Peratu ran Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembara n Negara 
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
20 16 Nomor 1); 

5 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 3 Tabun 
2016 tentang Uru sa n Peme intaban yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ta sikmalaya 

(Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tah u n 2016 

Nomor 3 ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm alaya Nomor 7 
Tabun 20 16 tentang Pembentuk a n dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lemba ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaimana telah diu bah beberapa 

kali, tera khir denga n Pera turan Daerah Kabupaten 

Ta sikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 ten ta n g Perubahan Kedua 

a ta s Pera tu ran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lem bara n Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
202 1 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 ten tang 

Kedudukan, Susu nan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah (Berita Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya . 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikma laya. 
3 . Pemerintah Daerah a dalah Bupati sebagai un su r penyelen ggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adala h Dinas Perh u bungan , Komu nikasi dan Informatika Kabupaten 
Tasik malaya. 

5 . Kepala adalah Kepala Dinas Perh u bungan, Komunikasi dan Informa tika 
Kabupa ten Tasikm alaya. 

6 . Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit 
pelaksan a teknis daerah pada Din as Perhubungan, Komunik asi dan 
Informatik a Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri s ipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan h ak yang d ida sarkan 
pada k eahlian dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Su sunan Organisasi 

Pa sa12 

Susunan organisa si Dinas , terd ir i dari: 
a. Kepala; 
b. Sekretaria t, terdiri a tas: 

1. SUbbagian Perencanaa n, Evaluasi dan Pelap oran; 
2. Subbagia n Umum da n Kep egawaia n ; d a n 
3 . Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Lalu Linta s , terdiri atas: 
1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan 
2 . Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi. 

d. Bidang Angkutan, terdiri atas: 
1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan 
2. Seksi Jaringan Transportasi. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas: 
1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan 
2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan. 

f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas: 
1. Seksi Informasi Publik; dan 
2. Seksi Komunikasi Publik. 

g. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri atas: 
1. Seksi J aringan Infrastruktur; 
2. Seksi Integrasi dan Pengembangan Informatika; dan 
3. Seksi Persandian. 
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h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala 

Pasa13 

(1) Kepala seba gaimana dimaksu d dalam Pa sal 2 huruf a m empunym tugas 
pokok mem impin Din a s , menyelengga raka n peru rnusa n kebijakan teknis, 
membina , mengorganisasikan dan m engendalikan pelaksanaan tugas d a n 
fungsi Dinas di bida ng perhubunga n , komunikasi dan informatika dan 
persandian meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan lalu lintas, angku tan, 
sarana dan prasarana, informasi dan komu nikasi publik, aplikasi inform atika 
dan persandian, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala m empu nyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidan g perhu bungan, 

komu n ikasi dan informatika dan persan dian; 
b. Penyelen ggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan lalu linta s , angkutan, 

saran a d an prasarana , in form a si dan komunikasi pu blik, aplikasi 
inform atika dan persand ian; 

c. Penyelen ggar aan evalu asi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, 
angkutan, sa ran a dan prasarana, inform asi dan komunikasi publik, 
aplika si informatika d a n persandian; 

d. Penyelengga raan pem binaan da n p n gawa san penyelengga raan lalu lintas, 
angkutan, sarana d an prasarana , informasi da n kom u n ika si publik, 
aplikasi in formatika dan persandian; dan 

e. Penyelengga ra a n u rusa n kesekretariata n. 
(3) Dalam men yelenggarakan tuga s pokok , Kepala s eba gaim ana dim aksud pada 

ayat (1) mempunyai rin cian tuga s m eliputi: 
a. Menyelengga rakan perumu sa n perencanaan kinerja , program, kegiatan 

dan anggaran Dinas; 
b. Menyelenggarakan perumusa n , penetapan, pengaturan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan teknis lalu linta s, angkutan jalan, saran a dan 
prasarana, komunikasi dan inform atika serta persandian; 

c. Menyelenggarakan perumusan rencana induk jaringan lalu lintas dan 
angkutan jalan; 

d . Menyelenggarakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten; 
e . Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor; 
f. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan 

kabupaten; 
g. Menyelenggarakan pemberian persetujua n hasil analis dampak lalu lintas; 
h. Menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan; 
1. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 
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J. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijaka n teknis komunikasi 
dan informatika serta persandian; 

k. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi 
dan informatika serta persandian; 

l. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi 
publik; 

m. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan 
operasional pengem bangan kelompok jaba tan fungsiona l; dan 

n. Menyelen ggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sek reta riat 

Pa s a1 4 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunya i tugas 
pokok m enyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pen gelolaan 
keuan gan , u mum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaa n tu gas di 
lingku ngan Din as. 

(2) Dalam men yelenggarakan tugas po ok sebagain ana d'm aksu d pada ayat (1), 

Sekreta r ia t m em pu nyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi peren canaa n dan program Dinas; 
b . Penyelen ggaraan pengkajian peren ca naa n da ~ program kesekreta riatan; 

dan 
c. Penyelenggaraan pengelolaan uru a n keuangan, kepegawaian dan u mum. 

(3) Dalam m enyelen ggarakan tu gas pok ok, Sekretaria t sebaga imana d imaksud 
pada aya t (1) mempunya i r incian tu gas melipu ti : 

a . Menyelenggarakan koordin a i penyusun a n kebijakan teknis , peren canaan, 
program, k egia tan dan angga ra n serta tu gas pembantu a n d i bidang 
perhu bu ngan, komunikas da n informatika ser ta per sa ndian; 

b. Menyelen ggaraka n perum u san kebija k a n lin gku p perencana a n dan strategi 
penerapa n e-govem ment dan pen gelolaan ser ta layan an inform asi publik 
lingkup pemerin tah Daera h ; 

c. Menyelenggaraka n koordin a si pelaksanaan tu gas dan pemberian layanan 
administrasi yang melipu ti ket a tausaha an, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, a rsip an dokumentas i dinas kepada seluruh unit 
organisasi dinas; 

d. Menyelenggarakan koordinasi da n pengelolaan data dinas; 
e . Menyelenggarakan pengukuran kin erja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di 

Dinas; 
f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan 

hubungan masyarakat; 
g. Menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana Dinas ; 
h . Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Dinas; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta 
pengamanan informasi publik; 

J. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; 
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k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksa naan 
kebijakan di bidang perhubungan; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Dinas; 
m. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi Dinas; dan 
n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan, Eva luasi da n Pela poran ; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagia n Keuangan. 

Pasa15 

(1) Subba gian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana d im a ksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a m em punyai tugas pokok melaksa n a kan 
penyusu nan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran k inerja 
serta pelaporan di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Eva lua si dan 
Pelapora n sebaga imana dim a ksud pada ayat (1) mempunyai rincia n tugas 
meliputi: 
a. Melak sanakan penyusunan ba h an perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Din a s ; 
b. Mela ksa n akan penyusunan ba h an pen guku ran kinerja Dinas dan tiap-tiap 

unit kerj a Dinas; 
c. Melak sanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangk a acuan 

kerj a ; 
d. Melak sanak a n penyusu nan baha n koordinasi da n evalu asi pelaksanaan 

teknis kegia tan tiap-tia p u nit kerj a ; 
e. Melak sanakan penytapan bah a n koordinasi da n penyusun a n bahan 

pelaporan dan evalu a s i kinerja Dina s ; 
f. Melaksanakan penyusu nan ba h an evaluasi da n pelaporan hasil 

pelaksan aan tu gas; dan 
g. Melaksana kan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa1 6 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehum asan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan saran a dan 

prasarana kantor; 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan saran a dan 
prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 

d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, sur at menyurat dan 

ekspedisi Dinas; 
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f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rap at dinas, 
keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 
hukum; 

1. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar 
operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 

J. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan da ta kepegawaian Dinas; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, 
peningkata n kesejah teraan pegawa i da n pengemba ngan karir pegawai; 

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penila ian kinerja 
pega wal; 

m. Melaksanakan pengelolaan administra si perjalanan dinas; 
n. Melaksanakan penyusunan ba h a n evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Pasa1 7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana imaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c 
mempu nyai tugas pokok m elaksanakan pengelolaan keu angan, 
penatausa h aan keuangan dan enyu u nan laporan pertanggungjawaban 
keuanga n. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Keua ngan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) mem pu nyai rincian tuga s meliputi: 
a. Mela ksanakan p enyusu nan bahan perencanaan dan kebijaka n teknis 

lingku p Subbagian Keuan gan; 
b. Melaksanakan koordina si penyusu n an dan penyiapan angga ran Dinas; 
c. Melaksan akan penatausahaan keuangan Dina s; 
d. Melaksanakan penyus n a n bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuanga n; 
e. Melaksana kan peng dministrasian dan pembu kua n keu angan Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 
1. Melaksanakan penatausahaan a n agaran belanja Dinas dan UPI'D; 
J. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Lalu Lintas 

Pasa18 

(1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
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kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas meliputi manaJemen 
rekayasa lalu lintas, pembinaan, pengawasan dan operasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan 
jalan; 

b. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan 
jalan; 

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas meliputi 
manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan 

d. Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu 
lintas dan angkutan jalan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Lalu 

Lintas; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu 

lintas,; 
c. Menyelenggarakan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan 

angkutan jalan kabupaten; 
d. Menyelenggarakan pengelolaan data dan perumusan petunjuk teknis 

pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; 
e. Menyelenggarakan inventarisasi data kecelakaan lalu lintas serta audit dan 

inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten; 
f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan penghapusan 

fasilitas lalu lintas serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten; 
g. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 

jalan kabupaten; 
h. Menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; 
1. Menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan 

penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas zona selamat sekolah; 
J. Menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan 

penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota; 
k. Menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penYlapan bahan 

penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; 
l. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi usaha mendirikan pendidikan 

dan latihan mengemudi; 
m. Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu 

lintas jalan pada pelajar usia dini dan masyarakat di bidang lalu lintas dan 
angkutan; 

n. Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan keselamatan 
pengemudi dan penumpang angkutan umum; 

o. Menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan 
bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di 
jalan, penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan 
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bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan 
laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian 
penyimpangan operasionallalu lintas dan angkutan jalan; 

p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan operasional 
lalu lintas di daerah rawan kemacetan; 

q. Menyelenggarakan pengawasan operasional lalu lintas kegiatan hari-hari 

besar agama atau nasional; 
r. Menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan 

jalan; 
s. Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lainnya 

terkait dengan keselamatan jiwa; 
t. Menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas 
u. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Lalu Lintas; dan 
v . Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Lalu Lintas, terdiri atas : 
a . Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan 
b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi. 

Pasal9 

(1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
manajemen dan rekayasa lalu lintas serta persetujuan hasil analisis dampak 
lalu lintas pada jalan kabupaten. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Manajemen Rekayasa Lalu 
Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Manajemen Rekayasa 

Lalu Lintas; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu 

lintas dan angkutan jalan kabupaten; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, penetapan dan penghapusan 

fasilitas perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi 
isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan 
sejenisnya sesuai fungsinya serta kelengkapan jalan lainnya) serta fasilitas 
pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, fasilitas 
penyeberangan orang serta fasilitas pendukung lainnya) di jalan 

kabupaten; 
e. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 

kabupaten; 
f. Melaksanakan pemberian persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas dan 

rekomendasi lainnya yang terkait dengan kegiatan manajemen rekayasa 
lalu lintas; 

g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan hasil analisa dampak lalu lintas di 
jalan kabupaten; 
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h. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan 
manajemen rekayasa lalu lintas; 

1. Melaksanakan pendataan, analisis dan pengaturan arus lalu lintas 
kendaraan melalui teknik manajemen rekayasa lalu lintas; 

J. Melaksanakan pendataan dan analisis data lalu lintas harian rata-rata di 
wilayah kabupaten; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan penetapan 
lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; 

1. Melaksanakan penetapan kelas jalan serta rekomendasi peningkatan dan 
atau perbaikan kondisi jalan kepada Bupati melalui Dinas terkait 

m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Manajemen Rekayasa Lalu 
Lintas; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 10 

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan operasi kegiatan lalu 
lintas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 
Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan, 

Pengawasan dan Operasi; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan operasionallalu 
lintas; 

c. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan 
bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di 
jalan, penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan 
bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan 
laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian 
penyimpangan operasionallalu lintas dan angkutan jalan; 

d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lalu 
lintas dan angkutan jalan, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan, 
pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan 
operasionallalu lintas dan angkutan jalan; 

e. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan operasional 
lalu lintas di daerah rawan kemacetan, penggunaan sebagian jalan untuk 
kepentingan tertentu dan kegiatan hari-hari besar agama/nasional; 

f. Menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas 
g. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data atau bahan perumusan 

pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan pembuatan rekomendasi usaha 

mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan 
dan Operasi; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 4 
Bidang Angkutan 

Pasal 11 

(1) Bidang Angkutan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf d rnernpunyai 
tugas pokok rnenyelenggarakan penyiapan bahan perurnusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
Bidang Angkutan rnernpunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis di bidang 

angkutan orang dan barang; 
b. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

angkutan orang dan barang; 
c. Penyelenggaraan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 

angkutan orang dan barang; 
d. Penyelenggaraan pernbinaan dan pengawasan bidang angkutan orang dan 

barang;dan 
e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sarna di bidang angkutan. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Bidang Angkutan sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Angkutan; 
b. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan dan petunjuk teknis bin a usaha 

angkutan; 
c. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan penetapan rencana induk jaringan 

transportasi; 
d. Menyelenggarakan penyusunan rencana urnurn jaringan transportasi 

perkotaan; 
e. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan 

barang pada jaringan jalan kota; 
f. Menyelenggarakan penyusunan sistern inforrnasi rnanajernen transportasi 

perkotaan; 
g. Menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan 

penetapan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk 
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalarn wilayah kabupaten; 

h. Menyelenggarakan penyusunan dan penyiapan bahan penetapan wilayah 
operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah 
pelayanannya dalarn wilayah kabupaten; 

1. Menyelenggarakan evaluasi dan penataan jaringan trayek dan jaringan 
lintas; 

J. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tarif penurnpang kelas 
ekonorni angkutan orang di wilayah kabupaten; 

k. Menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan 
penetapan rencana urnurn jaringan trayek angkutan 
kabupaten; 

penympan bahan 
orang, di wilayah 

1. Menyelenggarakan pernberian izin trayek angkutan urnurn, izin insidental 
dan izin operasi angkutan tidak dalam trayek yang beroperasi dalarn 
wilayah kabupaten 
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m. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin dalam trayek, izin operasi 
tidak dalam trayek izin usaha angkutan orang, barang, badan usaha yang 
berdomisili dan yang beroperasi di wilayah kabupaten; 

n. Menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penetapan lokasi 

terminal penumpang Tipe C 
o. Menyelenggarakan penyusunan konsep kerja sarna dengan wilayah 

perbatasan di bidang angkutan; 
p. Menyelenggarakan pengaturan dan penetapan ruas-ruas jalan sebagai 

lintasan serta pendistribusian pergerakan angkutan pada ruas-ruas jalan; 
q. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sarna dengan instansi terkait; 
r. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Angkutan; dan 
s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Angkutan, terdiri atas: 
a . Seksi Bina Usaha Angkutan; dan 
b. Seksi Jaringan Transportasi. 

Pasal 12 

(1) Seksi Bina Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan usaha angkutan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Bina Usaha Angkutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bina U saha 

Angkutan; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

teknis pembinaan usaha angkutan; 
c. Melaksanakan pelayanan izin usaha angkutan umum dalam trayek dan 

angkutan tidak dalam trayek angkutan umum; 
d. Melaksanakan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan, angkutan kota, 

angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di dalam 
wilayah kabupaten; 

e. Melaksanakan penyusunan rencana penetapan tarif angkutan umum di 
wilayah kabupaten; 

f. Melaksanakan pelayanan izin insidental dalam trayek; 
g. Melaksanakan pelayanan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, 

angkutan pariwisata, dan angkutan lingkungan beroperasi di dalam wilayah 
kabupaten; 

h. Me1aksanakan fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili 
di Daerah; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis atau advis teknis 
permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan 
penggantian kendaraan angkutan kota antar provinsi, angkutan kota dalam 
provinsi dan angkutan khusus yang berdomisili di Daerah; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi Seksi Bina Usaha 
Angkutan; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 13 

(1) Seksi Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan 
dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Jaringan Transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Jaringan 

Transportasi; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pengendalian jaringan transportasi; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan rencana umum jaringan transportasi 

perkotaan; 
d . Melaksanakan penyusunan dan perencanaan lokasi terminal penumpang 

tipe C; 
e. Melaksanakan fasilitasi pembangunan terminal penumpang tipe C dan 

terminal angkutan barang; 
f. Melaksanakan penyusunan Janngan trayek dan alokasi kebutuhan 

angkutan dalam Daerah; 
g. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan penetapan Janngan lintas 

angkutan jalan kabupaten (barang dan orang); 
h. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum Janngan 

transportasi kabupaten; 
1. Melaksanakan penyusunan perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan 

kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya 
dalam Daerah; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Jaringan Transportasi; 
dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Sarana dan Prasarana 

Pasal14 

(1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e 
mempunyai tugas pokok menyelenggaraka n penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang sarana dan prasarana. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, 

pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan; 

b. Penyelenggaraan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian saran a dan 
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan ; 
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c. Penyelenggaraan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian saran a dan prasarana lalu 
lintas dan angkutan jalan . 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sarana 

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis sarana dan 

prasarana lalu lintas dan angkutan; 
c. Menyelenggarakan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lalu 

lintas dan angkutan; 
d. Menyelenggarakan penyediaan saran a dan prasarana layanan pengujian 

kendaraan bermotor; 
e. Menyelenggarakan pembangunan terminal tipe C, fasilitas penyeberangan 

orang, halte di wilayah kabupaten; 
f. Menyelenggarakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan fasilitas 

lalu lintas dan angkutan 
g. Menyelenggarakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan kebutuhan 

fasilitas zona selamat sekolah; 
h. Menyelenggarakan penghapusan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka 

penerangan jalan umum; 
1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan 
J. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas: 
a. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan 
b. Seksi Teknik Prasarana Angkutan. 

Pasal 15 

(1) Seksi Sarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf 
a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan 
sarana lalu lintas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Sarana Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Sarana Lalu 

Lintas; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 

dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas; 
c. Melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung dan 

perlengkapan lalu lintas; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu 

lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan 
pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu 
lintas; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi sarana lalu lintas; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 16 

(1) Seksi Teknik Prasarana Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 
perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan 

prasarana angkutan. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Teknik Prasarana Angkutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Teknik 

Prasarana Angkutan; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

teknis prasarana angkutan; 
c. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan prasarana layanan penguJlan 

kendaraan bermotor; 

d. Melaksanakan penyediaan bahan saran a peralatan layanan penguJIan 

kendaraan bermotor; 
e. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe C, fasilitas 

penyeberangan orang, halte serta fasilitas parkir di wilayah kabupaten; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Teknik Prasarana 

Angkutan; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf6 
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Pasal 17 

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan 
teknis, pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pelayanan informasi publik dan 
komunikasi publik. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan 

pengelolaan pelayanan informasi publik dan komunikasi publik; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan 
pelayanan informasi publik dan komunikasi publik; 

c. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi di Bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengaturan dan pelayanan informasi publik; 
c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengelolaan data informasi publik dan komunikasi publik; 



16 

d. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian informasi publik; 

e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian 

dan operasional pelayanan informasi Pemerintah Daerah; 
f. Menyelenggarakan diseminasi informasi melalui fasilitas kelembagaan 

komunikasi sosial; 
g. Menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi informasi melalui forum 

media tatap muka, media tradisional meliputi dialog interaktif, sarasehan, 

diskusi, seminar, media elektronik radio atau televisi tentang kebijakan 

pemerintah dan hasil-hasil pembangunan dan tugas-tugas umum 

pemerin tahan; 
h. Menyelenggarakan koordinasi dan pemberian rekomendasi informasi dan 

komunikasi publik; 

1. Menyelenggarakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan analisis data 

atau konten informasi; 

J. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan informasi multimedia sebagai 

bahan informasi Daerah; 
k. Menyelenggarakan pengelolaan layanan asplraSl, pengaduan dan 

permintaan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah secara online dan 

terin tegrasi; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pemberian respon, jawaban, tanggapan dari 

perangkat daerah lain yang terkait informasi publik; 

m. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan 
lembaga komunikasi sosial; 

n. Menyelenggarakan analisa, penyiapan bahan, dan pengolahan bahan 

pengelolaan konten penyelenggaraan kegiatan pemerintah Derah; 

o. Menyelenggarakan penyiapan bahan inventarisasi isu - isu publik yang 

berkaitan dengan komunikasi publik dan menyajikan alternatif solusinya; 

p. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi di bidang komunikasi 

publik dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta 

instansi terkait lainnya; 

q. Menyelenggarakan analisa dan penYlapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, standardisasi, evaluasi, 

pelaksanaan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 

perumusan 

pelaporan 

dan 

serta 

r. Menyelenggarakan penyiapan bahan kerja sarna program di Bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik; 
s. Menyelenggarakan perumusan kebijakan stan dar operasional prosedur 

lingkup tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 

t. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan 

u . MenYelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. Seksi Informasi Publik; dan 

b. Seksi Komunikasi Publik. 
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Pasal 18 

(1) Seksi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pengelolaan, penyusunan bahan dan penyajian informasi 
publik. 

(2) Dalam meyelenggarakan tugas pokok, Seksi Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Informasi 
Publik; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis layanan 
informasi Daerah; 

c. Melaksanakan pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan 

penyusunan pelayanan informasi publik; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 
informasi publik; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan informasi publik; 
f. Melaksanakan pengelolaan layanan aspirasi, pengaduan dan permintaan 

informasi dari publik lingkup Pemerintah Daerah secara online dan 

terin tegrasi; 

g. Melaksanakan analisa dan penyiapan bah an pemberian layanan informasi 
dari perangkat daerah atas layanan informasi publik; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, 

kriteria dan prosedur pelayanan informasi publik; 

1. Melaksanakan penYlapan bahan peningkatan kemampuan teknologi 

informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi 
dan pelayanan publik; 

J. Melaksanakan analisa dan monitoring opini dan aspirasi publik; 
k. Melaksanakan penyusunan informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah; 

1. Melaksanakan fasilitasi pelayanan informasi publik melalui kemitraan 
dengan pemangku kepentingan; 

m. Melaksanakan analisa dan penyiapan bahan informasi publik sebagai 
sarana manajemen komunikasi krisis; 

n. Melaksanakan analisa dan penyiapan bah an pelaksanaan penguatan tata 
kelola komisi informasi di Daerah; 

o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi dilingkungan 

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat guna mendapatkan 

bahan sajian pelayanan informasi; 
p. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur pelayanan 

informasi publik; 
q. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Informasi Publik; dan 
r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 19 

(1) Seksi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf 

b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik dalam rangka 

mendukung tugas-tugas di bidang komunikasi publik Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Komunikasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Komunikasi 

Publik; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data atau 

informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 

operasional komunikasi publik; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian pelayanan teknis dibidang 

komunikasi publik sesuai dengan standardisasi dan ketentuan yang 

berlaku; 

d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis komunikasi publik; 

e. Melaksanakan analisa, penyiapan bahan, dan pengolahan bahan 

pengelolaan konten penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi isu-isu publik yang berkaitan 
dengan komunikasi publik dan menyajika n alternatif solusinya; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang komunikasi publik 

dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun Daerah serta instansi 

terkait lainnya; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian layanan hubungan media; 

1. Melaksanakan analisa dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang 
komunikasi publik; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan stan dar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Komunikasi Publik; 

k. Melaksanakan analisa, perencanaan dan pengelolaan media komunikasi 

publik Pemerintah Daerah; 

1. Melaksanakan analisa pengembangan dan penguatan kapasitas sumber 
daya komunikasi publik; 

m . Melaksanakan penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pendukung 

komunikasi publik Pemerintah Daerah; 

n . Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Komunikasi Publik; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 7 
Bidang Informatika dan Persandian 

Pasal20 

(1) Bidang Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf g mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan domain dan 
infrastruktur, pengelolaan dan pengawasan e-govemment serta persandian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Informatika dan Persandian memiliki fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan 

pengelolaan domain dan infrastruktur, pengelolaan dan pengawasan e­
govemment serta persandian; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan 
domain dan infrastruktur, pengelolaan dan pengawasan e-govemment serta 
persandian; ; 

c. Penyelenggaraan pengelolaan data domain dan infrastruktur, pengelolaan 
dan pengawasan e-govemment serta persandian;; dan 

d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Informatika dan 
Persandian. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Informatika dan Persandian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Informatika dan Persandian; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengelolaan domain dan infrastruktur, pengelolaan dan pengawasan e­
govemment serta persandian;; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan 
domain dan infrastruktur; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis implementasi 
pengelolaan e-govemment; 

e. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan 
persandian; 

f. Menyelenggarakan pengelolaan domain dan infrastruktur, pengelolaan 
dan pengawasan e-govemment, pengelolaan persandian, informasi sandi 
dan perangkat sandi; 

g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan standar operasional prosedur 
lingkup tugas Bidang Informatika dan Per sandian; 

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas Bidang Informatika dan Persandian; dan 

1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Bidang Informatika dan Persandian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. Seksi Jaringan Infrastruktur; 
b. Seksi Integrasi dan Pengembangan Informatika; dan 
c. Seksi Persandian. 
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Pasal21 

(1) Seksi Jaringan Infrastruktur; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) 

huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi domain 

dan infrastruktur. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Jaringan Infrastruktur; sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai r incian tu gas m eliputi: 

a. Melaksanakan penyusun a n bahan peren can aan lingkup Seksi Jaringan 

Infrastruktur ; ; 

b. Melaksanakan penyiapa n ba han perumusan kebij a kan teknis pengelolaan 

dom a in dan infrastruktur; 
c . Mela ksanakan pengkaj ian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan 

supervisi pengelolaan domain dan infrastruktur; 
d. Mela ksanakan penyiapan bah a n perumusan kebijakan Daerah dan 

pedom a n pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan domain 

dan infrastruktur oleh perangkat Da erah; 

e. Melak sanakan pembinaan, pengaturan, bim bingan teknis, m onitoring, 
evaluas i dan a n a lisis pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan domain 
dan infra struktur oleh perangkat Da erah ; 

f. Mela ksanaka n pen gelolaan email d a n domain resmi Pemerintah Da erah; 
g. Melaksanakan layanan in terkoneksi jaringan intra Pem erintah Daerah; 

h. Mela ksanakan layanan pengelolaan a kses in ternet Pem erin tah Daerah 

seca ra terintegra si; 

1. Mela k sa naka n layan a n penyedia a n prasarana dan sa rana kom unikasi 
Pemerintah Daerah ; 

J. Melaksanakan layana n m on itoring jaringa n sistem elek tron ik ; 
k. Melaksanak an penyiapan bahan stan dardisa si pengem bangan dan 

pemanfaatan dom a in dan in frastruktu r ; 

1. Melaksan a kan penyusunan arsitektur 
infrastruktur; 

m. Melaksanakan pengenda lian monitoring 
infrastruktur jaringan yang telah terbangun; 

pengelolaa n domain dan 

dan evaluasi terhadap 

n . Melaksanakan penyusunan bahan stan dar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Jaringan Infrastruktur; ; 

o . Melaksanakan penyusunan baha n koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Jaringan Infrastruktur;; 
dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal22 

(1) Seksi Integrasi dan Pengembangan Informatika sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 

bahan kebijakan teknis dan pengelolaan, pengawasan, pengembangan dan 
penerapan e-govemment. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Integrasi dan Pengembangan 
Informatika mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Integrasi dan 

Pengembangan Informatika; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan strategi pengembangan 

aplikasi yang terkait denga n e-govemment di Daerah; 
c. Melaksanakan p enyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan 

analisa sistem atau aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan 
e-govemment di Daerah; 

d. Melaksanakan penyiapa n bahan penera pan dan pendayagunaan aplikasi 
e-govemment; 

e. Melaksanakan layanan pen gembangan dan penyelenggaraan Data Center 
(DC) dan Disaster Recovery Center (DR q ; 

f. Melaksanakan layanan sistem kom u n ikasi intra Pemerintah Daerah; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan layanan pengembangan dan in ovasi 

teknologi informasi dan komunikas i dalam implementasi e-govemment; 
h. Melaksanakan layanan pengemba n gan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, in tegrasi layanan pu blik dan 
kepem erintahan; 

1. Melak san akan penyia pan bahan koordin asi dan pengembangan ekosistem 
tekn ologi informasi dan komunikasi Smart City di Daerah; 

J. Mela ksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintah a n; 
k. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manu s ia dalam 

pengelolaan e-govemment; 
1. Mela ksanakan penyiapa n bahan sinkronisasi pengelolaa n rencana induk 

dan anggara n pemerin tahan berba sis elektronik; 
m. Melaksanakan penyiapan bahan laya n an pengin tegras ian dan 

pengem banga n a p lika si pemerin ta han dan p elayanan publik; 
n. Melaksa nakan penyiapa n bahan layanan interoperabilita s aplikasi 

Pemerin tah Daerah da n Layanan Pusat Application Programm Interface (APl) 
Daerah; 

o . Melaksanak an pendampin gan monitoring dan evaluasi hasil 
pengembangan aplikasi dan pengelolaan website Perangka t Daerah; 

p. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Integrasi dan Pengembangan Informatika; 
q. Melaksanakan penyiapan bahan layanan penyelenggaraan Govemment 

Chief Information Officer (GCIO) Pem erintah Daerah; 
r. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 
s. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Integrasi dan 
Pengembangan Informatika; dan 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasa123 

(1) Seksi Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengelolaan keamanan informasi, informasi sandi, dan 
perangkat sandi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Persandian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) mempunyai r incia n tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan ba h an perencanaan lingkup Seksi Persandian; 

b. Melaksa naka n pengumpula n dan pengolahan data dan informasi yang 

berhubungan dengan sandi; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

di bidang persandian; 
d. Mela ksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; 

e. Melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah 

Daera h ; 

f. Melaksanakan pengelolaan informasi ber klasifikasi melalui 

pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daera h; 
g. Melaksanakan penyiapan ba h an pembin aan peningkatan kesadaran 

penga m a n an informasi; 
h. Melak sanakan penga daan, penylmpanan, distribusi dan pemusnahan 

perangkat lunak dan perangkat keras persandian; 
1. Mela ksanakan penyusunan bah an perancan gan pola hubungan komunikasi 

antar perangka t Daera h ; 
J. Mela ksanaka n pengamanan inform asi elektronik dan pen gelolaan Security 

Operation Center dalam rangka pengamanan inform asi dan komunikasi; 
k. Melaksana kan layanan keamanan in formasi e-Govemment di Daera h; 

l. Melaksanakan Layanan peningkata n kapasitas Sumber Daya Manusia di 

bidang keaman an in formasi da n persandian; 
m. Melaksanakan audit kem anan informasi pada sistem elektronik Pemerintah 

Daerah; 
n . Melaksanakan layanan edukasi intern et sehat, k reatif, inovatif dan 

produktif; 
o. Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi; 

p. Melaksanakan penyusunan bahan ins trumen pengawasan dan evaluasi 

terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya 
persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 
pengamanan komunikasi sandi; 

q. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Persandian; 
r. Melaksanakan pengelolaan sistem keamanan informasi milik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
s . Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Persandian; dan 
t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 8 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa124 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf h berdasarkan bidang keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 

kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan Jenls Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur berdasarkan peratura n perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fun gsional diatur sesuai dengan peraturan 
perunda ng-u ndangan. 

Paragraf 9 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasa1 25 

Ketentuan lebih lanjut m engenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa126 

Pada saat mulai berla kunya Peraturan Bupati ml, pejabat yang ada tetap 

menduduki jabatannya dan mela ksanakan tu gas nya sampa! dengan 

ditetapkannya pejabat yang ba ru berdasarkan Pera turan Bu pati ini. 

BAB IV 
KETE NTUAN PENUTUP 

Pasa127 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, m aka: 
a . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 95 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Dinas Perhubungan; 
b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika; 

c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Dinas Perhubungan; dan 
d. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa128 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agu stus 2021 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

6~ KMALAYA, 
,. 'I 
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